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IMPLIKASI PENGANULIRAN AYAT-AYAT DAMAI DALAM
PERUMUSAN FIQH JIHAD

A. Wacana Figh tentang Hukum Jihad

1. Kronologi Legisas Jihad

DalamAhkam al-Quran, al-Stafi’ 1 (w. 204 H) menjelaskan kronologi legislasi
jihad pada dasarnya menjadi empat fase. Pertama, faskisehijrah, ketika perang
dilarang. Kedua, fase sesudahnya hijrah ketikangedefensif melawan orang-orang
mushrik diijinkan (Q.2/87:190-191, Q.22/103:39). Ketigasé ketika perang ofensif
melawan orang-orangiushrik diijinkan. Tiga ayat yang menjadi dasar kebolehan
perang defensif pada fase sebelumnya dianggap ldiaheh Q.2/87:193. Keempat,
fase ketika perang menjadi kewajiban mutlak. Maskiampak tidak konsisten dalam
sebuah penjelasan kronologi, di mana Q.2/87:1%@i#ian sebagai salah satu rujukan
pada fase akhir legislasi ini karena sebelumnyangdiap teranulir, tekanan
penjelasannya adalah pada perang sebagai kewaybag tidak bisa ditawar
(Q.2/87:216, Q.9/113:111, Q.47/95:4, Q.9/113:38)/Q3:41): Meski tidak dalam
istilah ayat pedang, Q.2/87:193 memiliki status gaewliran luar biasa dengan
menganulir beberapa ayat ini. Penyebutan ayatebagai ayat pedang sama sekali
tidak digunakan oleh para penufiaskh Al-Shafi’ 1 tampak tidak dipengaruhi, bahkan

sebagai tokoh awal dan segenerasi Abu ‘Ubayd, megapehi dalam beberapa hal

'al-Shafi' 7, Ahkam al-Quran, vol. 2, ed. 'Abd al-Ghan'Abd al-Khiliq (Beirut: Dar al-Kutub al-
'llimiyah, 1400 H), 13-15.
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terhadap tokoh-tokoh sesudahnya, seperti ahidgahbn ‘At’igi, dan Ibn al-JaviZ
meski penjelasan ini memiliki akar kuat dari pesgan Ibn ‘Abbas sebelumnya
tentang perbedaan kondisi Makkah dan Madinah yargisoayakan perubahan
strategi menghadapi komunitas non-muslim. A#HBh menekankan pentingnya
moment hijrah Nabi dalam perubahan tersebut.

Ibn Hajar al-Haytam (w. 973 H), seorang tokoh &hiyah, dalamTuffat al-
Muhtazj, menganggap bahwa perang tanpa batasa@a @l-itlagq) adalah akibat
penganuliran ayat-ayat damai dan ayat-ayat perafensif dengan Q.9/113:36 dan
Q.9/113:41% Penyebutan Q.9/113:36 sebagai ayat penganulir dilganukakan oleh
al-Nafrawi (w. 1126 H) (Miliki) dalamal-Fawakih al-Dawinz.*

Di kalangan tokoh aliran figh &haf, al-Sarakhs(w. 483 H/ 1101 M) dalam
al-Mabsit mengemukakan kronologi yang substansinya sama,tapjuk kepada
Q.9/113:5 yang dikenal umum sebagai ayat pedari@ldngan para penulisaskh
dan Q.2/87:193 yang dianggap oleh akfsh sebagai penganulir ayat-ayat perang
defensif. Namun, al-Sarakhsdak menyebut adanya penganuliran, karena Q&188:
yang mendasari perang defensif pada fase sebelutnyalebih akhir dibandingkan
Q.2/87:193, kecuali jika dianggap dianulir oleh £1%:5° Namun, dalam beberapa
kasus lain, seperti kasus kebolehan menebus tawzgramg, seperti dikemukakan

oleh al-‘Aa” dan al-Hasan, ditolaknya karena Q.47/95:4 tentang kebolehan

2 ihat Kusmana, "Sifi’ T's Theory ofNaskhand Its Influence on th&Jtim al-Quran”, (Tesis, McGill
University, Montreal, 2000).

%lbn Hajar al-Haytarm Tulfat al-Muttaj (margin), dalam 'Abd al-&hid al-Shanni, Hawashi Tulfat
al-Muhtgj bi Sharhal-Minhgj, vol. 9 (Mesir: Maba'at Mugafa Muhammad, t.th.), 21gitab al-siyar).
“Ahmad bin Ghunaym bina8m al-Nafrawi, al-Fawakih al-Dawini ‘alé Risilat Ibn A Zayd al-
Qayrawini, vol. 2, ed. Rid Fartat (Madinah: Maktabat al-Thaéph al-Diniyah, t.th.), 879.
®al-Sarakhg al-Mabsit, vol. 10, ed. Khal Muhyiddin al-Mays (Beirut: Br al-Fikr, 200Q) 3-4.
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membebaskan tawanan dengan atau tanpa tebusanlirdialeln ayat pedang
(Q.9/113:5)°

Al-Sarakh$ juga mengemukakan ide empat pedang, yaitu pedamy y
digunakan oleh Nabi dalam memerangi para penyernedfala (tidak ada ayat yang
dirujuk, namun umumnya merujuk kepada Q.9/113:8apg yang digunakan oleh
Abt Bakr untuk memerangi orang-orang murtad (Q.48/16)]: pedang yang
digunakan oleh 'Umar untuk memerangi Majusi @édm al-Kitzb (Q.9/113:29), dan
pedang yang digunakan oleh TAuntuk memerangi orang-orang membatalkan
perjanjian dan para pemberontak (Q.49/1069¢perti halnya Ibn Kath al-Sarakhs
bertolak dari riwayat Sufin bin 'Uyaynah, sebagaimana pernah dikutip olehAbn
Hatim al-Razi dalam karya tafsirnya. Kecuali pedang terhadamgnaurtad, ide
pedang al-Sarakihsnemiliki persamaan dengan ide pedang Ibn #affidak ada
petunjuk kuat adanya keterpengaruhan Ibn i#atlengan al-Sarakhs karena
keduanya mengklaim idenya bertolak dari riwayatsdbut. Hanya saja,
pengembangan al-Sarakhampak ditandai dengan keinginan kuat menjussfikde
empat pedang tersebut dengan praktik Nabi darstifabat lain. Ide Ibn Kathjuga
tidak berbeda jauh dengan ide Ibn Rajab aMbhi (w. 795 H/ 1393 M), tokoh yang
juga dipengaruhi lbn Tayiyah. Perbedaan hanya dalam menentukan ayat terkait,
yaitu Q.47/95:4 sebagai ayat yang memerintahkamkumemerangi orang-orang
mushrik dan beberapa ayat dalarirat Bag ah, al-Takim, dan al-Alzab sebagai
ayat-ayat perintah perang dan berlaku kasar tephamang-orang munafik dan

zindig.

®Ibid., 41.

"Ibid., 3-4.

8Sebagaimana dikutip Ab'Abd al-'AZz al-Sulaynani, "Ayat al-Sayf bayna it Qagl al-Kafirin wa
Ghulaw al-Khawarij al-Mariqin wa Tahif al-Hizbiyin", dalam_www.sahab.net/forums.newreply.Bhp
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Penulis Hnaf yang lain, lbn Abidin (w. 1252 H) dalanRadd al-Mukhir,
merujuk kepada Q.9/113:5, tapi tidak menggunakaitahs ayat pedang. Dalam
kronologinya, ia menjelaskan fase akhir legislasi Sebagai fase diperintahkannya
perang tanpa batas dengan merujuk Q.2/87:190, sgétiyang juga dirujuk oleh al-
Shafi't dalam penjelasan yang sama. Sedangkan, Q.9/1E¥a hberisi perintah
perang ofensif dengan pembatasan waktu pada faskiseya.

Fakhr al-On 'Uthnman bin 'All al-Zaylai (w. 743 H/ 1343 M), seorang tokoh
Hanaf yang lain, dalanTabyn al-Haga'iq menjelaskan empat fase dalam kronologi
legislasi perang, yaitu fase ketika perang dilarpd.5/54:85,94; Q.16/70:125), fase
kebolehan perang defensif (Q.22/103:39), fase ledlaol perang ofensif bersyarat
(Q.9/113:5), dan fase perang mutlak (Q.2/87:193)ZaylaT’ menerapkan teori
penganuliran, terutama oleh Q.9/113:5 terhadap-ayait damai, seperti larangan
berperang pada bulan-bulan stiironologi ini hampir sama dengan kronologi Akmall
al-Din al-Babart (w. 786 H) dalanal-'Inayah Sharhal-Hidayah'® Di samping itu, al-
Babart juga menerapkan teori penganuliran ayat penettasaanan perant.

Dari uraian di atas, bisa ditarik beberapa kesiapuPertama, meski para
fugahz® awal seperti al-$ti't yang hidup ketika penulisan karya-karyeskh
dimulai, seperti dilakukan Ab'Ubayd, tidak merujuk kepada penuliBim al-Quran
tertentu, penjelasannya tentang kronologi legistesang tidak ragu lagi bertolak
dari penjelasan Ibn 'Alak, sang Bapak tafsir. Ibn 'Afid menjelaskan bahwa dakwah
dengan damai, seperti dengan menerima dengan berpabdakuan buruk orang-

orang kafir Makkah terhadap kaum muslim, dan ketemtperang defensif di fase-

(12 November 2009). Ayat-ayat yang berkaitan dergemakuan terhadap orang-orang munafik dan
zindig yang dimaksud oleh Ibn Rajab adalah Q.9/113/113)786/99:9; Q.33/90:60-61.

°Fahkr al-On 'Uthrran bin ‘Al al-Zaylat, Tabyn al-Haoa'iq SharhKanz al-Dad ig, vol. 3 (Cairo: Gir
al-Kutub al-Isami, 1313 H), 241.

°Akmal al-Din al-Babart, al-'Ingdyah Sharhal-Hidayah, vol. 7 (Beirut: Gir al-Fikr, t.th.), 438.

Yipid., 479, 482.
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fase awal Islam, dianulir segera setelah kaum musfiemiliki kekuatan setelah
hijrah ke Madinah. Penjelasan ini diterima ofelgahz” lain, seperti lbn_ljar al-
Haytam, al-Sarakhg dan Ibn Abidin, sebagaimana juga diterima para pemaiskh
dan mufassir, seperti Al 'Ubayd dan Makk al-Qays. Faktor lain yang bisa
menjelaskan tentang kesamaan anfaigahi’, para penulisnaskh dan mufassir
adalah perujukan mereka yang sama kepada riwaylgarSibin 'Uyaynah yang
menyebar pada abad ke-5 H. Meski demikian, telatirpengaruhan antar tokoh,
seperti Ibn Taynyah mempengaruh lbn Katrdan Ibn Rajab.

Kedua, ada perbedaan di kalandamgah:® dalam menempatkan ayat-ayat
perang tertentu. Bagi al-&fii1, Q.2/87:193 (bukan Q.9/113:5) menjadi rujukan fase
perang ofensif. Dari perspektif teavaskhkonvensional, penganuliran ini tidak logis,
karena secara kronologis, ayat ini turun lebih agibhndingkan ayat-ayat tertentu
yang dirujuk dalam fase ketika perang dilarang ({18:67, 99; Q.24/102:54) dan
fase perang ofensif (Q.22/103:39) yang turun sdsuda Bagi al-Sarakis
Q.9/113:5 dan Q.2/87:193 merupakan rujukan faser d&bislasi perang ofensif.
Akan tetapi, bagi Ibmbidin, kedua ayat tersebut tidak menjadi rujukan lagidlase
akhir, karena ayat tersebut masih berisi pembatagakiu perang. la merujuk
Q.2/87:190 sebagai rujukan perang tanpa syarat.

Para penulis merujuk Q.9/113:&yat al-sayf untuk menjelaskan fase berbeda
dalam legislasi tersebut dengan rincian berikut:

a. Al-Shafi't sama sekali tidak merujuk ayat ini dalam legisigai Sebagai gantinya,
dari surat al-Tawbah, ia merujuk Q.9/113:38, 41 tial.

b. Abt 'Ubayd dengan merujuk kepada riwayat Ibn ‘#bbmenjadikan ayat ini
bersama Q.9/113:29 sebagai rujukan perang deféfest 2) dan penguatan
perintah perang dengan pembatalan perjanjian ddamiijin memerangi orang-

orangmushriksetelah bulan-bulan suci.
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c. Fugahi' Hanaf (al-Sarakhg dan Ibn Abidin, al-Zayla', dan al-Bbarf) menjadi
Q.9/113:5 sebagai rujukan perintah perang oferesyarat. Bagi mereka, ayat ini
belum menjadi dasar perintah perang tanpa syaasgnk dalam ayat ini, perintah
perang masih dibatasi oleh bulan-bulan suci. Ayatgymenjadi dasar perintah
perang tanpa syarat adalah Q.9/113:Z§at( al-sayf atau ayat al-jizyal),
Q.9/113:41. Sedangkan, al-Karamtmenggunakan Q.9/113:5 sebagai rujukan
perang terhadap orang-oramgushrik dan Q.9/113:29 sebagai rujukan perang
terhadapAhl al-Kitab.

d. Al-Haytami merujuk ayat ini dalam kronologinya dalam ketikeenjelaskan
tentang fase kebolehan perang ofensif bersyaratarg&an, pada fase akhir
berupa perintah perang mutlak, ia merujuk Q.9/183dan Q.9/113:41 (juga
dirujuk oleh imam madhhabnya, al&h).

Yang unik dalam dalam kronologi kalangdngahi® adalah perujukan

Q.2/87:190-193 dengan perbedaan penempatannya thdartegislasi:

a. Al-Shafi't memiliki banyak kesamaan dengan &abBrt karena sama-sama
merujuk Q.2/87:190-191 dalam menjelaskan perangnddf dan Q.2/87:193
sebagai perang ofensif. Al-Zayl&#ahkan merujuk Q.2/87:193 dalam menjelaskan
fase akhir legislasi.

b. Sebaliknya, IbnAbidin merujuk Q.2/87:193 sebagai rujukan perang deffelasi
Q.2/87:190 sebagai rujukan perintah perang tanpeasyang oleh al-Sf't dan
al-Babart dijadikan malah hanya sebagai rujukan perang défen

Berbeda dengan arus utama pemikiran para tokohlbni, al-Jawz tidak
menjelaskan proses legislasi perang dalam katelgdensif-ofensif yang didasarkan
atas perbedaan kondisi kaum muslim di Makkah dardihdd, melainkan dari
prosesnya sebagai kewajiban perorandgamnd( ‘ayr) menjadi kewajiban kolektif

(fardu kifayah). Perubahan hukum ini tidak disertai adanya peugan (naskl),
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seperti yang pernah dijelaskan oleh tAlJbayd. Hal itu karena Ibn al-Jawz

menyadari akan banyaknya ayat damai yang diklaiamtgir tanpa dasar.

Para penulis di atas bisa dikelompokkan dalam reltamisme perujukannya
ke teori penganuliraméskh) kepada dua kelompok:

a. Para penulis yang mengakui secara eksplisit teorganuliran dalam menjelaskan
pergeseran fase-fase legislasi tersebut, sepestiafili, Abia 'Ubayd, al-Sarakhs
al-Babart, al-Zaylai, dan al-Karam

b. Para penulis yang tidak secara eksplisit menerajpam ini, seperti al-Haytaimn

al-Nafrawi, dan Ibn Abidin.

Perbedaan legislasi perang tersebut dapat dddmd tabel berikut:

Tabe 7:
Pengaruh Kronologi Ibn 'Alas terhadap Kronologi Legislasi Perang

NO. | penulis

Fase Legislasi

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5
1. Al-ShafiT Dilarang Boleh defensif Perintah ofensif Perintah mutlak
(W.204H) 5/112:67,99;15/54:94| 2/87:190-191; 2/87:193 (nasikh) 2/87:190, 216;
14/72:95,97; 22/103:39 47/95:4,
17/50:90-93; 9/113:38,41,111
109/18:6; 24/102:54;
6/55:68,108
2 Abl 'Ubayd | Dilarang Boleh defensif Anjuran perang Penguatan perin- Penguatan

(w.223H) 88/68:22; 50/34:45; | 22/103:39-40; 9/113:45; tah perang perintah perang
3/89:159; 45/65:14 9/113:5,29 24/102:62, 8/88:66 (nasikh) dan pembatalan
(nasikh) perdamaian
9/113:1-11,29
(nasikh)
3. al-Sarakhst Dilarang Boleh defensif Perintah ofensif
(w.483H) 15/54:85,94; 22/103:39; bersyarat
16/70:125 2/87:191; 8/88:61 | 2/87:193; 9/113:5
4. Ibn al-Jawzt Dilarang Fardu 'ayn Fardu kifayah
(w. 597H) 4/92:77 9/113:41 9/113:122
Al-Zaylam Dilarang Boleh defensif Perintah ofensif Perintah perang
(W.743H) 15/54:85,94; 22/103:39 bersyarat mutlak
16/70:125 9/113:5 (nasikh) 2/87:193
6. Al-Babartt Dilarang Boleh defensif Perintah ofensif Perintah ofensif
(w.786H) 15/54:85,94; 22/103:39; bersyarat mutlak
16/70:125 2/87:191 9/113:5 (nasikh) 2/87:193;9/113:29
7. Al-Haytam1 Dilarang Boleh defensif Boleh ofensif Perintah perang
(w.973H) (70 ayat lebih, 2/87:190; bersyarat mutlak
tanpa rincian) 22/103:39 9/113:5 9/113:36; 9/113:41

(ayat al-sayf)

8. Al-Nafrawt Dilarang Boleh defensif Perintah perang
(w.1126H) 15/54:85,94; 22/103:39 mutlak
16/70:125; 9/113:5,36,41
9. Al-Karamt Dilarang Perintah meme- Perintah meme-
(w.1033H) rangi mushrik rangi Ahl al-Kitab
9/113:5 9/113:29
10. lbn  'Abidin | Dilarang Boleh defensif Perintah defensif Perintah ofensif Perintah perang
(w.1252H) 15/54:94; 22/103:39 2/87:191 bersyarat mutlak
16/70:125 9/113:5 Q.2/87:190
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Dengan demikian, dapat dibedakan dua penjelasasldsig perang, yaitu
kronologi perang defensif-ofensif disertai teornganuliran, dan kronologi tersebut
tanpa penjelasan teori penganuliran yang mendgsaderbagai penjelasan kronologi
di atas sebenarnya bertolak dari asumsi Ibndaléntang perubahan kondisi kekuatan
kaum muslim di Makkah dan Madinah. Seperti tampak fhse-fase setiap penjelasan
kronologi, masing-masing fase tampak jelas tidakake lagi setelah datangnya fase
berikutnya. Fase awal (ketika perang dilarang dakwdh hanya dengan cara damai)
secara otomatis dianggap tidak berlaku lagi sefedming dibolehkan. Fase akhir yang
diusulkan oleh setiap penulis dimaksudkan sebaga final yang menyebabkan tidak
berlakunya lagi fase-fase sebelumnya. Oleh karenaara penulis yang meski tidak
secara ekspilisit menerapkan teori penganuliran,adamsi yang mendasari kronologi
tersebut, mengakui teori penganuliran.

Fakta lain yang menguatkan kesimpulan ini adaldiwbhateori penganuliran
diterima oleh hampir semua penulis Sugebagai penganuliran finahgskh. Al-
Zarkash, misalya, meski mendasarkan penjelasan tipe ketigkhsebagai penundaan
(nas) dari penjelasan al-&fi'7, sebenarnya juga mengakui penganuliran final, d@ahk
sebagaimana al-8fit1 sendiri. Justeru al-8i'1 lah penulis yang tidak hanya
membedakamaskh dari bayan, melainkan juga pada saat yang sama menjadikan
naskh sebagai penganuliran final sebagai metagel al-figh. Bahkan, hingga
belakangan, al-Bitf yang berupaya mengkompromikaaskh nisyan, dannas tidak
mengakui penundaan sebagai alternatif terhadapkadiisep lain faskhdan nisyin)
sebagaimana pada penulis-penulis sesudahnya, is€plett Dengan demikian, para
penulis di atas menerima tidak hanya penjelasarAlbioas tentang kronologi tersebut,
melainkan juga penganuliran ayat-ayat damaimK Sakmah al-Digs, penulis

modern, sebenarnya menganut asumsi penganulirataliaim kronologi perang yang
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dikemukakannya, sehingga wajar kemudian ia berkmdmn dakwah Nabi menganut
al-manhaj al-taraki (strategi gerakarty.

Kronologi sama pentingnya dengan teori penganylireerena keduanya
berkonsekuensi yang sama dalam hal ini. AlKafl-Haasi dan lbn Adil al-
Dimashq, sebagaimana dikemukakan, menggunakan alasardparb&ondisi muslim
di Makkah dan Madinah untuk membenarkan pengamuéiyat perjanjian damai. Hal
yang sama juga dikemukakan oleha’Aal-Din al-Kasani (w. 587 H), seorang aliran
figh Hanaf, bahwa sikap koperatif dan bersabar yang mewaadavah damai di fase
awal Islam memiliki alasan yang sama dengan pemaubeadkat kepadau allaf pada
masa awal Islam, yaitu sebagai strategi menaripainke Islam ketika kaum muslim
sedikit. la mengutip riwayat bahwa 'Umar bin Khht mengatakan kepada kaum
mu allaf "Sesungguhnya Rasulullah dulu memberi (zakat)a#tapkalian, supaya
beliau bisa meluluhkan hati kalian untuk menerirsiarh. Adapun hari ini, sungguh
Allah telah menjadikan agamanya kuat. Jika kaliagrpéndirian teguh untuk
menerima Islam, (kami terima). Jika tidak, tidalk @i antara kami dan kalian, kecuali
hanya pedang"{(is 3wy e xifi (s ai &l el 38 o sl Ll 2! e oSilsal oSilany S ) J im0
il V) oSy s Ly ) 13 Ketika kaum muslim menjadi kuat, ketentuan jugeubah,
karena ketentuan awal bisa dipahamalil) karena alasan khusus ini, sehingga jika
tujuan (makna), atau katakanladhah, ini berakhir, ketentuan juga berakhir. Inilah

nalar yang mendasari kronolodil-K asani mengatakan sebagai berikut:

12 amil Saimah al-Digs Ayat al-Jihad: Dirasah Mawd’iyah wa Tirtkhiyah wa Bagniyah (Kuwait:

Dar al-Bayan, 1972/ 1392), 368. Kesimpulan ini sama dengaimigdan Mulammad Sad Ramaén
al-Buti, sebagaimana disinggung, tapi keduanya memilidh drerbeda. Al-Bit menambah penjelasan
historis. Menurutnya, perang dengan klaim pembelsiaa dilakukan hanya terhadap sesuatu yang
sudah ada, bukan untuk menciptakan yang tidak sefgadi ada. Lihat al-&1, al-Jihad fr al-Islam,
196-197. Tampaknya, ia ingin menjustifikasi negaegara Islam yang keberadaannya memang sejak
awal dimiliki oleh kaum muslim. Namun, ia menoladrgkan-gerakan untuk menjadikan negara-negara
yang didirikan secara kolektif antara muslim dan-nwslim sebagai negara Islam.

1¥Ala" al-Din al-Kasani, Badz'i* al-Sana’i' F7 Tarttb al-Shag’i', vol. 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arah,
1982), 52.
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Al aalas 13gd 5 a3l o agillid agataey S Lail il o) a3V GBlasly i 0¥
asdllgare 958 50 S Gl gl g 408 b alaf g Camaa 8 Nia gy 2 DY) 5 aga sl8 4dl 5l
dal jla s 4l fo 5 (4ile ) adlac s il g adal 385 aDuY) ye di dany
W Gl 1 Clady ety Gald cinay Y giee Cadi e aSall 5 Y3 & L)
....dan karena telah ditetapkan berdasarkan kesgwakahat Islam bahwa
Nabi hanya memberi mereka agar beliau bisa melaluliati mereka untuk
tertarik dengan Islam. Oleh karena itu, Allah swenyebut mereka "orang-
orang yang hatinya diluluhkan" dan Islam ketikantasih lemah, begitu juga
penganutnya sedikit. Sedangkan, mereka itu banyakniliki kekuatan dan
perlengkapan. Sedangkan, hari ini—dengan memuahAdtislam telah kuat,
penganutnya banyak, tiang-tiangnya kokoh, kerangkdwat, dan penganut
shirk telah menjadi hina. Hukum ketika telah ditetapkacara logis dengan
tujuan (makna) khusus tertentu akan berakhir dehgangnya tujuan tersebut.

2. Jihad Sebagai Perang Permanen

Menurut Ibn Khaldn dalam Mugaddimah di antara faktor-faktor pemicu
perang adalah solidaritas dan persaingan yang roepaiang antar suku Arab yang
berdekatart? Khadduri dalamWar and Peace in the Law of Islamenyimpulkan dari
keterangan lbn Khaioh tersebut, adanya hubungan antara tribalisme Aeigan
munculnya jihad sebagai perang permanen dalam Islam. Islam merdbkis
perhatian suku-suku Arab yang dulu berperang desgamangat tribalisme ke dunia
luar dengan doktrin keimanan baru sebagdiati di jalan Allah". Jihad bukan
fenomena kekerasan yang begitu saja terjadi, nkelaimerupakan hasil dari banyak
faktor. Perspektif yang menekankan perubahan ekogang mendesak bangsa Arab
mencari wilayah subur, menurut Khadduri, juga tidakup untuk menjelaskan sifat
permanerjihad, karena adanya faktor politis-religius yang menjadtif permanert®
Menurut Khadduri, Islam mengkombinasikan dualisrganaa universal dan negara

universal yang berbeda dari Yahudi dan Kristen. udatbukan agama misionaris,

“bid.

Selain faktor ini, faktor-faktor lain adalah fakfeermusuhan di antara suku-suku terbelakang seperti
Arab dan Turki yang didasarkan atas motif ekondaktor agama yang mendasghiad dalam Islam,

dan faktor kemarahan yang memicu perang bangsadaphbangsa lain karena keinginan yang tidak
diindahkan. Ibn Khalgin, Mugaddimah(Cairo: Car al-Fajr li al-Tuéth, 2004), 333.

®Majid Khadduri, War and Peace in the Law of IslafNew Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd.,
2006), 62-63.
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karena orang Yahudi adalah orang pilihan Tulaad(s chosen peopleSedangkan,
Kristen adalah agama non-negara. Islam, simpul Himadmenggabungkan elemen-
elemen keduanya untuk menciptakan: "sebuah neganakratik ketuhanan atas dasar
imperialisme" & divine nomocratic state on an imperialistic basisAnalisis ini
tampak reduksionis, tidak hanya bertolak dari lgtegaruhan Islam dengan tradisi
Yahudi-Kristen, seperti banyak mewarnai tulisamsan Barat seperti Wansbrough,
yang banyak dikritik semisal oleh Fazlur Rahmanjam&an juga kuatnya reduksi
analisis ekonomi dan politik yang mengabaikan bagag teks kitab suci al-Qur'an
sebagai sumber ajaran diinterpretasi oleh pawéassirdanfugahi’. Faktor politis-
religius tersebut muncul dari nalar "teks keduaigydiusung oleh panmmufassirdan
fugahi” yang hidup dalam konteks peperangan dan keingisiam menegara. Ini
berada pada level penafsiran, yang harus dibediariteks pertama'ngs).

Dari tabel kronologis legislasi perang di atasa kitsa membedakan setidaknya
tiga alasan utama yang menyebabkfad dianggap sebagai kewajiban permanen.
Pertamakufr sebagai alasan perang, seperti pada #i-ShAlasan ini melekat pada
orang-orang kafir, sehingga selama mereka tetagk tioeriman, kewajibanihad
sebagai perang untuk "menghapkwsfr di hati mereka" tetap berlaku. Padahal,
kemajemukan sudah menjadi ciri manusia sepanjarsg.nad-Shash (325H), seorang
tokohugil al-figh Hanaf, mengatakan bahw#énad adalah hal yang baik sebagai suatu
sarana untuk membasmi orang-orang kafir dan mekagakebenaran. "Jika alasan
(kufr) tersebut kita andaikan tidak ada, tentbhad tersebut juga tidak lagi
diperintahkan, karena kalau tidak ada kriminalakicbisa diberlakukarmadd, dan
kalaukufr yang membolehkan perang tidak ajifaid juga tidak wajib® Itu artinya,
tidak semua kalanganadat memiliki pandangan bahwa alasan perang adalam&are

diserang. Kedua, analisis kebahasaan pada ungkeégemua" kaffah) dalam

17 1A;
Ibid., 63.
18A|-Shashi, Usil al-Shishi (Beirut: Dar al-Kutub al-'limyah, 1402 H), 146.
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Q.9/113:36 yang menunjukkan bahwa perang merupk&amjiban untuk melawan
semua orang kafir. Anggapan ini, misalnya, mendadadaytam dalam menyebut
ayat ini dan Q.9/113:41 sebagai ayat pedang ygadikiinnya sebagai rujukan perang
mutlak!® Ketiga, argumen kronologi legislasi perang itu dieén dan teori
penganuliran. Hal ini terlihat dari fakta bahwa s@npenulis dalam peta pemikiran
kronologi legislasi perang di atas sepakat dalahbdlawa fase akhir legislasi tersebut
adalah perintah (wajib) perang, meski dalam keslamptampak berbeda:

a. Al-Shafi't berkesimpulan bahwa fase akhir legislasi merupdeavajiban perang
yang tidak bisa ditawar. Dari penganuliran ayat-agarang defensif dengan
Q.2/87:193, tampak bahwa kewajiban perang yang ldioth adalah kewajiban
perang ofensif, apalagi ia berpandangan bahwaralgsay membolehkan perang
adalah kekufurark(fr).

b. Abt 'Ubayd berkesimpulan bahwa apa yang disebutnygua¢an perintah perang
adalah diijinkannya memerangi orang-orammishrik setelah bulan-bulan suci
berakhir dan pembatalan perjanjian damai dengaekaebDari penganuliran ayat-
ayat perang defensif dengan Q.9/113:5 dan Q.9/213e?as bahwa penguatan
perintah perang tersebut berkaitan dengan peramgibf

c. Al-Haytani, al-Nafiawi, al-Zaylat, al-Babarf, dan Ibn Abidin secara lebih tegas
berkesimpulan bahwa fase akhir legislasi perandahdperintah (kewajiban)
berperang mutlak, yaitu perang defensif maupun siffepada bulan suci atau
bukan.

d. Ibn al-Jawz berpendapat bahwa fase akhir legislasi perang aladal

diwajibankannya perang secara kolelrdu kitzyah).

¥ jhat uraian pada bab 3 tentang identifikasi ayatgng. Lihat juga Sa'd afeDMastid bin ‘Umar al-
Taftazani, Sharhal-Talwih ‘alg al-Tawdh li Matn al-Tandh fr Usil al-Figh, ed. Zakaiya 'Umayiat
(Beirut: Dar al-Kutub al-'llmyah, 1996), 233.
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Atas dasar kronologi dan teori penganuliran, kemmenyimpulkan bahwa
perang adalah kewajiban abadi yang berlaku hinggd kiamat yang harus

dilaksanakan minimal sekali setahun, sebagaimahafswi simpulkan:

da g ol AN Jiaay J8Y) e 5 yedin JS algall @i YT ey adl e pleddl)
2DLdl SUSH sead 64y 3y (e Al iy o Lems 4nsily 2 535 Al Aias S pLaY)
o saad) aaday Lo A (gn ST Althant 8 ()Y ¢) 5l 13) agliliy o cad aga y g
LN e i 3 4 a5 e e ST I Al 8 dalall ches (8 Caalsdl)
38 gl Cppalusall Camaal o pals e dalall caed (8 ) dalall cied Lo 4 an gb
Leadt aeall G3ahall 05 5f can Gamtany (210 20l Baall (ga pglli 4] ling e
OY toals Jla AN (e Gl sai g agadl) 8 aadall ol (50 L G ol caila
Adagll | puiati in agll HAT i e Uiy 8 lla alug agle ) Jlea il
Lan ST o jualiy adil) (o oy S 13 40V 5 62008y QAN (e ot e JUB AT
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Fugahi® berpandangan bahwaghad tidak boleh ditinggalkan (wajib
dilaksanakan) setiap tahun paling sedikit sekali.artinya bahwa pemimpin
harus mengerahkan sekelompok orang setiap tahuia demus melibatkan diri
bersama mereka, atau setidaknya menunjuk sebagggf®inya orang yang
ia percayai untuk mengajak dan menjadikan orangepkafir tertarik kepada
Islam. Kemudian, ia harus memerangi mereka jikaekegeenggan (menerima
Islam), karena jikgihad ini diabaikan lebih dari setahun akan menyebabkan
musuh akan bersikap serakah terhadap kaum musika. dhlam setahun
diperlukan lebih dari sekali, tentu wajib dilakskam, karengjihad adalah
kewajiban secara kolektif, sehingga yang diwajibkasalah yang sesuai
dengan keperluan. Jika keadaan menghendaki perunplaad karena
lemahnya kondisi kaum muslim, atau karena kurandmskal atau bantuan
yang diperlukan dalam melaksanakan perang terhaaeka, atau jalan yang
menghubungkan ke tempat mereka terhalang, tidakbeklal makanan, atau
mengharapkan agar mereka mau masuk Islam, danghalualangan lain,
jihad boleh ditunda, karena Nabi Maimmad saw. mengadakan perjanjian
damai dengan Quraysh selama sepuluh tahun dan oeemerang terhadap
mereka sampai mereka melanggar perjanjian damdg seenunda perang
terhadap kabilah-kabilah lain yang tidak terikainghln perjanjian damai.
Begitu juga, karena jika dengan menundanya bisaraltkan adanya manfaat
lebih besar daripada manfaat jika dipercephafid tentu harus ditunda. Jika
tidak ditemukan yang menghalanginad, dianjurkan memperbanyajhad
tersebut.

Ahmad bin Ghamm bin Silim al-Nafrawi, al-Fawakih al-Dawanz, vol. 2, 879. Lihat juga al-Raml
Nihayat al-MuHaj, vol. 8 (Beirut: Oir al-Fikr, 1984), 46.
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Tidak hanya di kalangan #ki, sebagaimana dinyatakan al-Naff di atas,
melainkan juga di kalangan ddaf, ayat pedang (Q.9/113:5) dijadikan dasar
kewajibanjihad. Kewajiban ini disimpulkan atas dasar adanya ayat-lain sebagai
penopang (Q.2/87:193, 216; Q.9/113:12, 36, 41) yammpyatakan bahwa makna
umum "perangilah” dijelaskartakhgs) oleh ayat-ayat tersebut yang menunjukkan
makna spesifiknyafgrdu, yaitu menurut ldnaf adalah kewajiban yang ditunjukkan
oleh dalil gati). Meski demikian, pemaknaan ini sebenarnya bextgyan dengan
konteks spesifik orang-oramgushrikyang boleh diperangi karena alasan pelanggaran
perjanjian damai. Dengan argumen ini, ditolak ppatial-Thawr dan Ibn Shubrumah
bahwajihad tidak fardu dan bahwa perintah dalam ayat terseboya menunjukkan
anjuran adh.?* Bahkan, riwayat pendapat Ibn ‘Umar yang juga miafga jihad
tidak fardu, jika terbukti otentik, harustaiwil menjadi "tidakfardu 'ayrf, melainkan
fardu kifiyah?® Itu artinya, jihad dianggap tetap menjadi kewajiban yang berlaku
permanen. Sebagaimana dikemukakan, lbn ‘Umar b#ampab bahwgihad harus
dipahami atas dasar alasan yang mendasarinya, tegjadinya penindasariithah),
sehinggajihad hanya bersifat kondisional yang akan berakhir ji@nindasan
berakhir?® Bahkan, ia memarahi orang yang memasukjitadd sebagai salah satu
rukun Islan®?

Dalam konteks itu, munculnya formulgghad sebagai kewajiban permanen
didorong oleh justifikasi kronologi dan teori pengéran tersebut. Dengan kronologi,
tidak ada satu penulis pun yang membantah bahveadiesr dan final dari legislasi
tersebut adalah kewajiban perang, baik secara ibi@asipun mutlak, sebagé&ardu
‘ayn ataufardu kilzyah Sedangkan, dengan teori penganuliran, kewajilzala fase

akhir legislasi tersebut tidak hanya merupakanrtat yang bersifat final, melainkan

#Kamal al-Din ibn al-Hunmam, SharhFath al-Qadr, vol. 5 (Beirut: Oir al-Fikr, t.th.), 437.

2\bid., 437.

Z1bn Kathr, Tafgr Ibn Kathir, vol. 1 (Beirut: Dar a-Fikr, 1986), 228-229.

%Abii 'Ubayd, al-Nasikh wa al-Mansgkh f al-Kitab wa al-Sunnahed. Mugafa ‘Abd al-Qdir 'Ata’
(Beirut: Dar al-Kutub al-'llmyah, 2006), 162.
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juga tidak bisa lagi dianulir lagi, karena paraydenini menganubhaskhkonvensional

yang mempunyai karakter “regresif’ dari segi waki@tau "linear" dari segi
gerakannya, yaitu menuju ke satu titik final, atmembatalkan yang terdahulu
(mu’aqqib Ii al-gibig, meminjam ungkapan al-Bitf). Hal ini berbeda dengan teori
penundaann@s) yang berkarakter “progresif’, yaitu berorientés depan dengan
ketentuan dan bergerak “sirkular’, yaitu masih merambangkan hukum yang
pernah ditundangudawil li al-mu’akhkha}.*

Argumen dari ayat melalui teori penganuliran tewsebperkuat denganalith
yang menyatakan bahw#ad tetap berlaku sampai hari kiamat sejak Nabi diutus
hingga terbunuhnydajjal, tidak akan berubah karena perubahan kondisiilpgting
adil atau tidak® Menurut Ibn Anir al-Hajj (w. 879 H), hadith tersebut memuat
ungkapan eksplisit bahwa kewajibfinad tidak bisa dianulif’ Di kalangan ulama
Hanatf, hadith ahad ini menjadi penopang terhadap ayat perang yarmgnkajatz,
bisa dijadikan dasar kesimpulan bahwad adalah fardu. Penulidirgat al-Mafatih,
setelah mengutip banyak uraian dalkath al-Qadr, sebagaimana diuraikan di atas,
menegaskan bahwaatith ini hanya menunjukkafjihad adalah wajib, sedangkan
argumen jihad sebagai fardu adalah ayat-ayat perang di atas/§Q1®3, 216;
Q.9/113:5, 12, 36, 41) yang tidak teranulir olelatagin?® Itu artinya bahwa konsep
figh tentangihad sebagai kewajiban permanen, meski dalam kondigikpgang tiran
terhadap rakyat, menunjukkan kondisi politik yangnehesak yang menghendaki

kaum muslim menghadapi non-muslim sebagai muswabre.

%al-Bioa'1, Nazm al-Durar, vol. 2 (Cairo: Dir al-Kitab al-Isemi, t.th.), 95.

%Lihat, misalnya, Fahkr aldb 'Uthman bin ‘Al al-Zaylat, Tabyin al-Haga'iq, vol. 3, 241.

Z|bn Amir al-Hajj, al-Taqrir wa al-Tatbir (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 196. Lihat juga Sa'd afsD
Mastid bin 'Umar al-Taftzani, Sharhal-Talwih 'ala al-Tawdh li Matn al-Tandgh i Usal al-Figh, ed.
Zakaiya 'Umayit (Beirut: Dar al-Kutub al-'llmyah, 1996), 233.

Bpl-Mala ‘Al al-Qari', Mirgat al-Mafatth Sharh Mishkit al-Magibih, vol. 11, 421, dalam
www.almeshkat.net/books/index.phidadith ini adalah riwayat al-Daylahdari Anas. Lihat ‘A" al-
Din 'Al1 bin Hisam al-Din al-Muttaq al-Hindi al-Burtanfari, Kanz al-'Ummal f7 Sunan al-Agwl wa al-
Afal, vol. 4, ed. BalirHayani (Beirut:Mu'assasat al-Riah, 1981 M/ 1401 H), 314. Dalam sumber
lebih terpercaya,drith yang dikutip: &l-khayl ma'gd fr nawasiha al-khayr ili yawm al-giyymah al-ajr
wa al-maghnant Lihat al-Buktari, al-Jami' al-Sahih, vol. 3 (Beirut: Gir Ibn Kathr, 1987), 1048.
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Bahkan, Ibn Quaimah (w. 620 H), seorang tokohahbai dalamal-Mughr,
mengemukakan sebualadith "Sesungguhnya Allah benar-benar menguatkan agama
ini dengan orang yang berbuat dosahé Allah layu ayyidu ddha al-din bi al-rajul
al-fajir). Menurut Ibn Quamah, yang penting adalah bahwa seorang pemimpanger
memiliki rasa keprihatinan dan pengetahuan baitatenkondisi kaum muslim, meski
ia diketahui meminum minuman keras sekalipun. Hal karena perbuatan dosa
tersebut hanya menjadi tanggung-jawabnya sefiditkan tetapi, tentu pandangan
figh ini melemahkan moralitas. Pengutipaadith ini juga berada di luar konteks
sesungguhny®. Jelas bahwa berbagai konteks historis-politisjtéena perang Salib,
lebih  berpengaruh dalam perumusan figh seperti iggitu figh yang
mempertimbangkan kondisi darurat dan prioritas yaegempatkan persoalan perang
menghadapi musuh sebagai prioritas utama dibanalingioralitas pemimpin.

Kronologi, teori penganuliran, alasan teologis,lisisakebahasan, dan konteks
historis-politis menjadi faktor-faktor yang salimgendukung yang mengkondisikan
formulasi jihad sebagai kewajiban permanen tersebut, sehingga ysalgun dan
fugahi” tidak bisa lagi membedakan antara "saram&s{ah, wasitah) dan "tujuan”
(mag®d, ghayah). Al-Zarkash (w. 794 H), sebagaimana disinggung, menyatakan
bahwajihad memang merupakan kewajiban, tapi tidak melebihistatusnya sebagai
saranafardiyat al-wag'il), bukan sama sekali sebagai tujutandiyat al-magsid).>
Dengan menjadikan sarana sebagai tujuan, peranggéip permanen. Akan tetapi, al-
Bazdaw (w. 482 H), juga seorangadaf, mengatakan bahw@ad bertujuan untuk

"mengangkat agama Islam" (yang sebenarnya bermadamaunculkan Islam sejajar

®lbn Qudimah, al-Mughri, vol. 13, ed. 'Abdufih 'Abd al-Mu}sin al-Turk dan 'Abd al-Fagh
Muhammad al-iiIw (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), 14.

*Lihat lebih lengkap dalam al-Bukd1, al-Jami' al-Sahih, vol. 3, 1114.

3Shikab al-Din  al-Alasi, Sufrat al-zid li Safarat al-Jilid, 6-7, manuskrip (MS) dalam
www.mostafa.com.
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dengan agama lain dalam penyebarannya secara lpattapi sarana di sini adalah
yang dituju.®?

Meskipun jihad diformulasikan sebagai kewajiban perang permatieilak
berarti bahwa perang harus bersifat kontinu, tithekhenti. Tidak hanya karena
kewajiban-kewajiban agama bisa terlaksana dengandeanai, melainkan juga karena
hubungan dengan musuh tidak selalu dengan kondiiistan. Dalam figh kemudian
berkembang ajarajihad sebagai "keadaan permanen perang”, bukan peramg; te
menerus. Dalam konteks ini, penguasa diharuskaryiapkan kekuatan militer untuk
menghadapi situasi perang mendadak. Penggeseresan @jazd dalam figh juga
dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi hideperti aturan tentang perjanjian

damai®®

2. Jihad Sebagai M edia Penyebaran Islam.
Dalam persoalan pelaksangdmnid setiap tahun, terdapat perbedaan pendapat
di kalanganfugahi™. Al-Rafi'T (w. 623 H) dalamal-'Azz mengemukakan alasan al-
Shafi'T yang mendasarkan ketentuan tersebut pada prakt#ag yang dipimpin Nabi
(ghazwal dan pemungutaiizyah dilaksanakan setiap tahtth.Dalam menyikapi
pendapat ini, al-&i't menganggap pandangamah:” tersebut tidak bersifat mutlak,
karena hal ini hanya faktor kebiasaan dan ia mbrkéientuan para tokalsil al-figh

(magilik al-ugiliyin) berikut:

32Al1 bin Muhammad al-BazdaiyUsil al-Bazdaw (Kanz al-Wusl il Ma'rifat al-Usil) (Tp: Mabaat
Jawid Baris, t.th.), 305.

#Majid Khadduri,War and Peaceb7.

34al-Rafi'T mencatat bahwa perang-perang dilakukan oleh Neiidps tahun terbukti dari rangkaian
perang-perang berikut: Badr (2 H), wth(3 H), Dlat al-Rigg' (4 H), Khandaq (5 H), Ghazwah Haai-
Nacir dan al-Murays (6 H), Fath Khaybar (7 H)JFath Makkah (8 H), dan Taik (9 H). Lihat al-Rfi'1,
al-'Aziz Sharhal-Wajz (al-Sharhal-Kahir), vol. 11, ed. al-Shaykh '"AMuhammad Mu'awwadlan al-
Shaykh Adil Ahmad 'Abd al-Mawiid (Beirut: Dar al-Kutub al-'limyah, 1997 M/ 1417 H), 346-351.
Lihat juga Zakatya al-Angri, Asrz al-Matalib, vol. 4, ed. Muammad Mulammad Emir (Beirut: Dar
al-Kutub al-'llmyah, 2000), 175-176.
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Jihad adalah dakwah kekerasamafwvah gahryah), maka wajib dilaksanakan
sesuai kemampuan, sehingga tidak tersisa lagi,akebanya muslim atau
orang yang berdamam{silim), tidak mesti hanya sekali dalam setahun, jika
mungkin lebih, yang penting kewajiban tersebutkittaabaikan.

Memang, tidak semutugahi’ menerima ketentuan iffi. Namun, penolakan
terjadi hanya terkait dengan pernyataan tentangramjbejihad lebih sekali dalam
setahun. Sedangkan, pernyataan bagiiwi adalah dakwah kekerasan tidak diketahui
adanya penolakan. Ini menjadi bukti pandangan pgntzlzyizn tentangihad, meski
pun, sepengetahuan penulis, tidak atau belum dik@mpembakuan pada levetil
al-figh seperti ini dalam literatur-literatwszl al-figh non-Shafi'1.

Sebagaimana al-Nafwvi dari Maliki, Shirab al-Din al-Qaéfi (w. 684 H) dari
aliran Shfi't dalamSharh Tangh al-Fugil fi al-Usal juga menganggajhad sebagai
metode penyebaran Islam. la menganggap bahwa ygfajparjanjian damai telah

dianulir oleh ayat pedarf.

O o) SYI g Mo il ¢ 58 Il dlaglae dage il Jgual () 1) seandl 4
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Argumen mayoritas adalah bahwa fundamen-fundameyakinan-keyakinan)
agama adalah penting lagi agung. Oleh karena itlghAtaila membuat
ketentuan tentang kebolehan memaksa dalam soalarhem@fundamen
tersebut, bukan soal yang lain, sehingga dilakyb@maksaan untuk masuk
Islam dengan pedang, perang, pembunuhan, penganhizitéa dan keturunan.
Itu adalah pemaksaan teragung.

Di samping itu, al-Qafi juga mengatakan bahwa di antara perang yang

dimaksudkan untuk mengagungkan Allahilsaadalah membunuh orang-orang kafir

%al-Rafi'1, al-'Aziz Sharh al-Wajz (al-Sharh al-Kahir), vol. 11, 351. Lihat juga dalam al-Nawaw
Rawat al-Talibin, vol. 10 (Beirut: al-Maktab al-I18in1, 1405 H), 209.
%Lihat, misalnya, Ibn_ldjar al-Haytam TuHfat al-Muttaj (margin), dalam 'Abd al-&frid al-Sharvnt,
Hawash Tuhfat al-Muhtgj bi Sharhal-Minhgj, vol. 9, 213.
ZShiha‘lb al-Din al-Qa#fi, SharhTandh al-Fugil fi al-Usil, 108.

Ibid.
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dengan tujuan menghapksfr dari hati mereka dan merusak saflDi antara perang
dengan tujuan memusnahkan, menurutnya, adalahgeralawan orang-orang zalim
untuk menolak kezaliman mereka, memotong asal &kamsmereka, menghancurkan
rumah-rumah mereka, menebang pohon-pohon mereka,m#mbunuh binatang-
binatang mereka jika menjadi penghalang perang adeqh mereka, serta
menghancurkan sarana-sarana maksiat, seperti deuemh alat-alat permainan
(malzhi).*°

Persoalan teologis yang dihadapi oleh pagdiyin yang membenarkajihad
sebagai metode penyebaran Islam adalah sah kalareamseseorang yang dipaksa
masuk Islam? Al-Bazdawdalam karyaugil al-fighnya berargumen bahwa pengakuan
dengan lisan yang berkaitan dengan pembenaran da#imadalah rukun dalam
menentukan keberimanan seseorang. Pengakuandrsatut pada dasarnya hanyalah
indikasi pembenaran hati, tapi kemudian menjadunukebagaimana berlaku dalam
ketentuan-ketentuan hukum di dunia (transaksi)diakherat (keyakinan). Atas dasar
ini, jika seorang kafir dipaksa untuk beriman, kellan menyatakan beriman,
keimanannya sah karena salah satu rukun tersebuyaitl pengakuan lisan. Hal ini
berbeda dengan pemaksaan seorang muslim untukr keduwia agamanya. la tetap
dianggap berimaft. Logika yang mendasari argumen dalam dua kasusampak
tidak konsisten, karena sebagaimana pada kasuadnsgharusnya keberimanan yang
dipaksa adalah juga tidak sah, karena keyakinalalgarsoalan penghayatan Hati.

Munculnya pandangan figh tentafigad sebagai metode penyebaran Islam
karena didasarkan atas kronologi dan teori penganul Pertama, berdasarkan
kronologi, semua penulis yang dipetakan di ataslsgpbahwa ayat-ayat perintah

dakwah secara damai hanya merupakan fase awalflRgi@ menerima penjelasan

*\bid.

“lbid.

4131-Bazdaw, Usil al-Bazdavi, 305.

“?Lihat Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran: Text, Translation, and CommentéBeirut: Dar al-
‘Arabiyah li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawz1968), 103.
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dalam tafsir, terutama atas dasar penjelasan IbibesA bahwa dakwah tersebut hanya
berlaku di fase awal Islam di Makkah.

Kedua, ayat perintah memaafkaiydt al-'afw wa al-afh) atas perlakuan buruk
orang-orang kafir Makkah, ayat perintah tidak meragtkan (tidak memusuhi) mereka
(ayat al-i'rad), dan ayat perintah dakwah secara damai, yamgatehikmah nasihat
yang baik, dan perdebatan dengan cara yang tediemkgap telah dianulir oleh ayat-
ayat perang yang turun sesudahnya. Ayat-ayat yamgnunya yang dirujuk adalah
"maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang bai5(@4:85), "maka sampaikanlah
secara terang-terangan segala apa yang diperintalakaberpalinglah dari orang-orang
mushrik (Q.15/54:94), dan "serulah kepada jalan Tuhanmogdnhikmah nasihat
yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara ydoajké(Q.16/70:125).

Pandangan yang tampak ekstrem dalam konteks iendikakan oleh al-k&ani
bahwa ayat pedang (Q.9/113:5) adalah rujukan kbbolenemerangi orang-orang kafir
secara ofensif, meski sebelumnya dakwah tidak pedisampaikan kepada mereka,
karena ayat tersebut menganulir fase-fase awatrtségrangan berperang pada bulan-
bulan sucf??

Argumen penganuliran ini tampak dipengaruhi kua¢holriwayat-riwayat
penganuliran ayat-ayat tersebut yang berkembaraynd#dfsir, terutama yang berasal
dari Ibn 'Ablas, seperti melalui karya AibUbayd dan al-Bagladi maupun penafsiran-
penafsiran Ibn 'Abis yang terpencar yang kemudian dikompilasi taiseilaseperti al-
Tabar. Penganuliran ayat pemberian maaf atas perlakaaar korang-orang Kkafir
Makkah terhadap Nabi (Q.5/112:13/ Q.3/89:16d).2/87:109), ayat perintah tidak
menghiraukan mereka (Q.7/39:199), perintah dakveaigan cara damai (Q.29/85:46),
dan kebebasan beragama (Q.109/81@emiliki alur yang sama dengan penganuliran

ayat-ayat semaknanya yang dikemukakan oleh foyah:’. Enam ayat (Q.15/54:94,

*al-Kasani, Badz 'i' al-Sana'i', vol. 7, 100.
*!Lihat kompilasi Atli 'Ubayd sebagaimana dikemukakan pada bab 3.
“Lihat kompilasi 'Abd al-@hir al-Baghddi sebagaimana dikemukakan pada bab 3.
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Q.109/18:6, Q.24/102:54, Q.5/112:99, Q.6/55:68, QaBY55:108) dari ayat-ayat yang
dirujuk oleh al-Shfi'T merupakan ayat-ayat yang dikenal teranulir dalé@erakur-
literatur naskh Dari urutan ayat-ayat yang disusun kita bisa nmextakan tiga fase
dawah damai di Makkah: (1) fase awal ketika Napedntahkan menyampaikan misi
kenabian dan jaminan perlindungan dari perlakuamikborang-orang kafir Makkah,
(2) fase ketika sudah terjadi hambatan dakwah, tetap tidak ada perintah untuk
berperang dan juga tidak ada perintah menjauhi kae@) fase ketika ada perintah
untuk menjauhi mereka. Momen-momen ini adalah sy \sering dikutip oleh para
mufassirsebagai "fase awal Islamfi pad™ al-Iskim) dari keterangan Ibn 'Alab. Pada
fase kedua, al-Sfi'T mencatat titik keputus-asaan dakwah Nabi dan pé&ap ayat
bahwa mereka tidak akan beriman juga, hingga diklkan mukjizat inderawihiss)
(Q.17/50:90-93, Q.14/72:975.

Adanya penjelasan tentang keputus-asaan ini kemutiteamukan juga pada
penjelasan al-Kayal-Haiasi, seorangnufassirayat-ayat hukum beraliran @hi, yang
dijadikannya sebagai titik-tolak penganuliran aggét damai. Momen ini, menurutnya,
adalah momen ketika kaum muslim masih lemah, sé@angenolakan dan penindasan
terjadi semakin intensif. Keadaan mereka di Madiledhih baik dan menjadi kekuatan
seimbang. Perubahan ini yang menyebabkan ayatgajatah dengan cara damai
dianggap tidak berlaku ladi.

Dalam TuHfat al-Muhgj, al-Haytari membantah pendapat al-Zarkastang
mengatakan bahwjihad adalah kewajiban sebagai sarana, bukan tujuanuieal-
Zarkash, mengemukakan argumen sebagai sarana lebih dksamaaripada
menggunakan kekuatan fisik, karena tujuannya adalamberi hidayah. Kritik al-
Haytam pada dasarnya memuat empat hal. Pertama, pemyatagarkash bahwa

tujuannya adalah untuk memberi hidayah, menuriiagtam, menunjukkan bahwa

“%al-SHafi'T, Ahkam al-Quran, vol. 2, 8-10.
*"al-Kaya al-Haisi, Ahkam al-Quran, vol. 3 (Beirut: Oir al-Kutub al-'llnyah, 1983), 163.
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jizyah tidak mesti bisa diterim®. Al-Haytant dalam hal ini ingin menegaskan bahwa
jizyah tidak bisa dianggap sebagai pengganti (alterpasifau bahkan pengakuan
kekufuran merek& Hal ini karena bagi kalangan ulamaafh, alasanjihad adalah
kufr. Kedua, menurutnya, penggunaan argumen diangdag &fektif, karena jarang
sekali, bahkan mustahil, orang-orang kafir akannten dengan penjelasan argumen.
Pernyataan ini, seperti halnya pada aifShdan al-Kay al-Hafsi, menunjukkan
keputus-asaan dan dominasi logika kekuatan. Kesgangnya perang pada masa
Nabi, yaitu dua puluh tujulghazwahdan tiga puluh delapasariyah Perujukan ke
"kuantitas" perang seperti ini, dengan mengabaikatarbelakang peristiwa
sesungguhnya dan sejumlah perjanjian damai yangl,gagring menjadi perujukan
tidak utuh. Keempat, untuk menopang argumen inméngemukakan ayat-ayjtad
yang turun dalam proses kronologis hingga beraghtta fase akhir, di marjdnad
menjadi kewajiban perang mutlak dengan mengacudeefa9/113:36 dan Q.9/113:41
yang disebutnya sebagai ayat pedang. Dengan argmme-Haytam berkesimpulan,
"sepertinyajihad adalah tujuan, bukan saranala( ka'anna al-jilad maqgd, la

waglah).*

B. Interrrelas Penganuliran Ayat-ayat Damai, Jihad, dan Konsep-konsep
Terkait

1. Dikotomi Dar al-Islam dan Dar al-Harb
Meski tidak ada definisi baku yang disepakati gtefnafugahi” tentang dua
istilah ini, karakteristik mendasarnya adalah sabagrikut. Pertama, sebuah wilayah
yang ditaklukan dan diperintah oleh kaum muslim-Sarakhs merekam pendapat
Abt Yasuf dan al-Shaymi bahwa suatu wilayah menjadi milik suatu kelompiék |

wilayah tersebut ditaklukan dengan kekuatan medakaberfungsinya kepemimpinan

“lbn Hajar al-Haytam Tuhfat al-Muhtaj (margin), dalam ‘Abd al-&frid al-Sharni, Hawash Tutfat
al-Muhtgj bi Sharhal-Minhgj, vol. 9, 211.

“Ibid., 274-275.

*bid., 211.
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yang mengatur wilayah tersebutSecara eksplisit, al-Sarakhmengatakan, "orang-
orang non-muslim adalah penduduk daerah merekangiassing, sesuai dengan
kekuatan pertahanan yang mereka miliki". KarakMi&rigi berkaitan dengan klaim
kepemilikan wilayah. Atas dasar ini, al-Nawiayw. 676 H) dalamal-Majm:'
mengklasifikasikardar al-Islam menjadi dua: (1) wilayah yang sejak semula dimilik
dan dibangun oleh kaum muslim, sepertifaéh, Basah, Baghdad, Cairo, dan Tunis,
dan wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok-muslim, kemudian
direkonstruksi oleh kaum muslim, seperti IskanddrjyDamaskus, Damanhur, dan
Quds; (2) wilayah yang dikuasai oleh kaum musli@pitpenduduknya masih
mempertahankan agama meré&kdar al-kufr bisa dibedakan menjadi dua, yaitu
wilayah kaum muslim yang kemudian dikuasai oleh-marslim, seperti Palestina, dan
wilayah yang memang tidak pernah dikuasai oleh kaurslim, seperti Andalu.
Kedua, penerapan hukum Islam. Penerapan hukum bstidah konsekuensi
dari adanya kedaulatan dan penguasaan terhadap wilayah, sehingga larangan,
seperti mendirikan gereja dan memelihara babiolaktdari "kepemilikan™ eksklusif
terhadap wilayafi? Menurut al-Dabsi, perbedaan wilayah hanya dibedakan dengan
penerapan hukum dan berjalannya kepemimpinan. &atok juga berlaku antar
wilayah Islant® Di kalanganfugahi’, dar al-Islam umumnya dimaknai sebagai
"negara atau wilayah yang masuk dalam kedaulatarpdemerintahan kaum muslim,
di mana mereka mampu menunjukkan keislaman mereka kékuatan menahan
serangan musuh, baik hal ini terwujud dengan pesagua secara damai maupun

perang, atau cara lain yang serupfaDari perspektif definisi negara modern, aitB

*Muhammad Hamidullahyiuslim Conduct of Stat&6.

2al-Nawavi tidak mengemukakan contoh-contohnya yang relevankuwilayah yang dikuasai oleh
kaum muslim, namun penduduknya tetap mempertahaag@amanya semula. Al-Nawaval-Majmi',
vol. 16 (Jeddah: Maktabat al-li&h t.th.), 204-205.

*Ibid., vol. 15, 286. Lihat juga Majid Khaddukyar and Peacel57-161.

*Lihat, misalnya, Ibn Quaiah,al-Mughr, vol. 13, 240.

*Muhammad Hamidullahluslim Conduct of Stat&8.

*Muhammad Sad Ramadn al-Biti, al-Jihad fr al-Islam, 80.
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menganggapar al-Islam memenuhi salah satu dari tiga unsur (wilayah, peuak,
dan kedaulatan) negata.Di kalanganfugahi’, setidaknya ldnafyah, disepakati
bahwadar al-kufr dianggap telah menjadar al-Islam jika hukum Islam diterapkan di
dalamnya?® Tempat di mana kasus hukum muncul, bagi fagahi’, mempengaruhi
keputusan hukum. Hal ini juga berlaku di kalangakoh aliran figh lain. Di antara
fugahz” Shafi'l, al-Maward, misalnya, menjelaskan bahwa seorang muslim yang
membunuh seseorang yang kemudian diketahui adaletinmdi dar al-kufr secara
tidak sengaja, tidak dikenakagiyah melainkan hany&affarah. Q.4/92:92 yang
menjadi dasarnya kemudian dipahami dalam pengebdmva memangdar al-kufr
didasarkan atas hukum kebolehadar(al-kufr mawdi'ah 'ala aI-ibdhah).59 Uraian
status kasus-kasus hukum yang muncul dalam duayahilsseperti inilah yang
mewarnai karya-karya awalyar, sepertial-Radd 'afi Siyar al-Awz't Aba Yasuf dan
Kitab al-Siyar al-Fazri, dan masih mempengaruhi uraipingd dalam karya-karya
figh sesudahnya.

Dalam kasus sebaliknya, yaitar al-Islam menjadi dar al-kufr, fugahiz®
Hanafyah berbeda pendapat. MenuruttAHarifah sendiri, ada tiga standar, yaitu
diterapkannya hukum non-muslim, bergabung dée al-kufr, dan tidak ada lagi
penduduk muslim atawlhimni. Akan tetapi, menurutnya, standar utama dalam
mengkategorisasikan wilayah adalah standar keamadmakan penerapan hukum
Islam. Suatu wilayah dikategodar al-Islam jika keamanan terjamin secara penuh
bagi kaum muslim, dan hal ini terwujud jika wilaysrsebut menjadi milik merek.
Dengan demikian, standar ini tidak hanya muncul thealisasi penerapan hukum
Islam secara total, melainkan juga dari rasa taranicidup di tengah komunitas lain.

Para fugah® awal umumnya merujuk ke sejarah interaksi mushomn-muslim

SLihat ibid., 74-92.

83l-Kasani, Bads'i' al-Sana'i', vol. 7, 130.

*9Abii al-Hasan al-Mwardi, al-Hawi al-Kahir, vol. 14 (Beirut: Oir al-Fikr, t.th.), 415.
803]-Kasani, Badz'i' al-Sana'i', vol. 7,130.
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generasi awal pada masa Nabi yang diwarnai peraragp@. Dari uraian-uraian
implikasi kategorisasi wilayah ini dalam hukum chalkarya-karya awal tentargiyar,
tampak bahwa penerapan hukum menjadi standar yaeal kemudian ingin dituju.
Sedangkan, standar keamanan hanya standar minimal.

Munculnya dikotomidar al-Islam dandar al-kufr, seperti halnya penganuliran
ayat-ayat damai, bertolak dari peristitvrah Nabi dari Makkah ke Madinah, seperti
tampak jelas dari penjelasan alagh. Menurut Ibn Qayyim al-Jawgah (w. 751 H),
tempathijah Nabi dar al-hijrah), yaitu Madinah, pada masa Nabi adalahal-Islam,
sehingga ketika penduduk suatu wilayah masuk Isteageri tersebut menjadi wilayah
Islam® Ibn Hazm (w. 456 H) mengatakan, "setiap tempat selainlimhdd adalah
wilayah perang" thaghr, dir harb, maghz jihad).®> Oleh karena itu, standar
dikotomisasi tersebut bukan sekadar keamanan darerggan hukum Islam,
melainkan standar akidah sebagai dasarnya.

Standar dalam figh lama ini masih diikuti bahkarhopara pemikir modern,
seperti Al al-A'la al-Mawdidi, 'Abd al-Kafim Zaydin, dan 'Abd al-Wahib Khallaf.
Padahal, jika rujukan sejarahnya adalah idealisrasyarakat Madinah, perjanjian
perdamaian yang menjadi dasar masyarakat ini, antain, menyebutkan,
"Sesungguhnya Yahudi BatAwf adalah satu ummat dengan orang-orang mukmin.
Yahudi berhak menganut agama mereka, begitu kausiimmberhak menganut agama
mereka". Di samping itu, meskipudar al-Islam semula berkaitan dengan Madinah
tempat hijrah kaum muslim awal, tidak berarti &hilyang sama bisa diterapkan
kepada setiap wilayah yang di dalam diterapkaniah#slam, karena perbedaan-

perbedaan antara Madinah dan wilayah §ain.

®llbn Qayyim al-Jawiyah, Ahkam Ahl al-Dhimmahvol. 1, ed. Yisuf Ahmad al-Bak dan Shkir
Tawfiq al-Artri (Beirut: Dar Ibn Hazm, Raradi li al-Nashr, 1997 M/ 1418 H), 89.

®2bn Hazm,al-Muhalla bi al-4thar, vol. 7 (Beirut: Gir al-Fikr, t.th.), 353.

8Fahnt Huwayd, Muwatinin, La Dhimniy:in (Cairo: Dar al-Shufiq, 1990 M/ 1410 H), 103-105.
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Meski tokoh-tokoh lnaf, seperti al-Sarakiis mendefinisikandar al-Islam
sebagai daerah kekuasaan muslim di mana mereka dintlamnya dan al-#&ant
menyebutkamdhimni termasuk warga negaranya, standar akidah yan@plkizn tetap
menyisihkan mereka, dan wilayah tersebut tetap asemilik pemeluk Islam. Al-
Shafi't pernah mengatakan bahwa dunia ini pada dasartiyavayah saja. Namun,
kalangan tokoh-tokoh aliran figh &hi, di sampingdar al-Islam dandar al-harb,
menambahkardar al-'ahd (wilayah perjanjian damai), di mana penduduknyagya
mengadakan perjanjian damai harus membayar pkie@{). Bahkan, Al Harifah
memasukkardar al-'ahd sebagaidar al-harb. Dikotomi ini sebenarnya bukamass
shart, melainkanijtihad sebagai hasil pembacaan pargah:” terhadap realitas yang
sedang mereka hadapi, dengan menganalogikannyaardddgalisme masyarakat
Madinah®

Dikotomisasi wilayah ini berkaitan erat dengan tipa jihad. Pertamajihad
adalah sebuah upaya untuk mempertahanti@an al-Islam yang dianggap telah
terwujud. Paraugahi’ mengidealisasikan bertahannya sebuah wilayal, @tgara
(stat¢ menurut al-Bitt dan Hamidullah, di mana atas dasar kesamaan ieearas
eksklusif dikuasai oleh penguasa muslim dan dileleth mayoritas penduduk muslim
(kecuali hanya non-muslim sebag#imnt denganjizyah) sehingga mereka tidak
hanya merasa aman dari perasaan terancam (meskanukmi tampak sujektif
ideologis), melainkan juga mereka bisa menerapkakurh Islam secara total.
Rujukan sejarahnya adalah idealisasi masyarakat gi#sangun oleh Nabi di Madinah

yang disebut oleh Hamidullah sebagai negara-kety-$tatd.°> Masyarakat ini

*Ibid., 106-108.

®Muhammad HamidullahMuslim Conduct of States5. Istilah ini tampak bertolak dari keinginan
untuk mengatakan bahwa praktik bermasyarakat agamebara Nabi sudah modern, bahkan untuk
ukuran sekarang sekalipun. Namun, jika ingin mergbarkonsep hukum internasional dengan bertolak
dari literatur-literatur figh dengan merujuk prakéwal ini, terutama karya al-Saraklfgang dianggap
pioner), konteks ideologis perumusan figh separtirienjadikan apa yang disebut hukum internasional
tersebut tidak sepenuhnya kompatibel untuk ukumhareng (keadilan, kebebasan beragama, hak
perlindungan jiwa, dsb.).
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dianggap sebagai manifestasi dari konsep al-Quteatang "masyarakat terbaik”
(khayr ummah yang pernah dirujuk oleh al-&8ii1 dan al-Sarakhssebagai dasar
"filosofis" kewajibanjihad, di mana segala bentuk kemungkaran, apalaigk sebagai
pangkalnya, bisa dibasmi (Q.3/89:1f®)dealisasi semacam ini memunculkjimid
sebagai upaya mempertahankan wilayah agar tetapadnesizr al-Islam. Meski
demikian, tipejihad ini akan memunculkan konflik perebutan klaim paliberhak
dalam proses sejarah penaklukan wilayah.

Kedua,jihad adalah sebuah upaya untuk mewujudéanal-Islam daridar al-
kufr. Idealisasi mewujudkan sesuatu yang tidak ada adergda ini menyebabkan
jihad sebagai ekspansi, perang ofensif, atau perandisiileaJihad tidak hanya
berkaitan dengan mempertahankadar al-Islam, seperti diklasifikasikan oleh al-
Nawaw di atas, melainkan juga merubddr al-kufr menjadidar al-Islam. Dalam hal
ini, jihad untuk menguasai wilayah menjadi sarana islamis@sigan kekerasan
(da'wah gahryah) yang dijustifikasi dengan penganuliran ayat-aj@nhai dengan ayat
pedang. Dalam konsep figtgr al-Islam memang bisa dan legal diwujudkan dengan
penaklukan bersenjata. Inilah salah satu alasag p&a menjelaskan mengapa ada
trend di kalangafugahi™ untuk merujuk Q.2/87:193 dalam kronologi legisiaasrang.
Al-Shafi't merujuknya sebagai penganuliw$ikh) ayat-ayat perang defensif pada fase
ke-3, al-Sarakhanerujuknya bersama Q.9/113:5 pada fase ke-3 jakfan al-Zayla'
merujuknya setelah Q.9/113:5 pada fase ke-4. Hddatena ayat ini tampak dianggap
berisi idealitas, yaitu perintah perang hinggakiddashirk, untuk membentuk sebuah
wilayah eksklusif yang dihuni oleh kaum muslim. &egkan fugahz” lain memahami
bahwa idealitas tersebut termuat dalam berbagaipgrantah perang, baik terhadap

orang-orangnushrikmaupunAhl al-Kitab.

%%al-SHafi's, Ahkam al-Quran, vol. 2, 3-7; idemal-Umm,vol. 2 (Beirut: Oir al-Fikr, 1990), 167-168; al-
Sarakhg al-Mabsit, vol. 10, ed. Khal Muhyiddin al-Mays (Beirut: Br al-Fikr, 2000), 3-4 Kitab al-
siyar).



422

2. Al-Amr bi al-Ma'’r af wa al-Nahy ‘an al-Munkar. Kontrol Sistem Politik

Konsep ini memang muncul dari pemahaman terhadgmmis ayat al-
Qur'an®’ Bahkan, al-Sifi'T menjadikannya sebagai karakteristik umat Islanagab
"umat terbaik" (3/89:110) yang juga berkarakterrdiseterhadap orang-orang kafir"
(ashidd:” 'ala al-kuffar). Sasaran utamanya adalah memberantas kekufldr), (
karena dianggap sebagai sumber segala bentuk k&srangmunka).®® Al-Sarakhs

mengatakan sebagai berikut:
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Adapun penjelasan tentang cara berinteraksi demgang-orangmushrik
kami katakan, "Yang menjadi kewajiban adalah meigapereka ke agama
(Islam) dan memerangi orang-orang yang menolakaajak antara mereka,
karena sifat umat ini dalam kitab-kitab suci yamdgh diturunkan adalah
menyuruh melakukan yanga'rif dan mencegah yangunkar Dengan sifat
ini, mereka merupakan umat terbaik di antara umadtwyang lain. Allah tala
berfirman, 'Kalian adalah umat terbaik yang dilklir untuk manusia'
(Q.3/89:110). Pangkal dari hal yamga'raf adalah keimanan dengan Allah
taala. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman bealban menjadi
penganjur dan pengajak untuk melakukan yargyrif tersebut. Sedangkan,
pangkal dari hal yanghunkar adalahshirk, yang merupakan kebodohan dan
pengingkaran terbesar, karena di dalamnya terkandpengingkaran
kebenaran tanpaawil. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman
berkewajiban mencegahnya sesuai kemampuan yanbkdiga."

Konsep ini tidak hanya menjadi dasar kontrol sogisbcial contro)

keberagamaan masyarakat, melainkan juga kontrohdep sistem politik yang ada.

*Lihat misalnya Q.9/113:71, 112; Q.3/89:104; Q.7139; Q.22/103:41; Q.31/57:17.

®Kata 'munkat semula bermakna sesuatu sesuatu yang terlintasatiliyang sebelumnya tidak
tergambarkan, sehingga bagian dari ketidaktahuate Kermakna sesuau yang dianggap buruk oleh
akal atau agama. Sebaliknyma'raf semula bermakna sesuatu yang diketahui dengamipeyan,
karena diambil dari katana'rifah. Sesuatu yang nilai kebaikan diketahui dengan akali agama
disebutma'rizf. Lihat al-Righib al-ldahani, al-Mufradat fi Gharb al-Qur'an, ed. Mutammad Sayyid
Kaylani (Cairo: Oar al-Ma'rifah, t.th), 331, 505.

%%al-Sarakhg al-Mabait, vol. 10, 2.
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Oleh karena itu, konsep ini tidak terpisah daridepdar al-Islam dandar al-harb,
karena tujuan keduanya adalah sama, yaitu tegakolgam Islam yang dianggap
hanya mungkin melalui sistem politik yang ada, dtabkan bentuk negara.

Jika konsep ini diproyeksikan untuk membasur, itu artinya bahwa konsep
ini menyentuh tidak hanya figh, melainkan juga ¢gol(kalzm). Menurut alf1 (w.
756 H/ 1355 M), seorang tokoh Ashlyah, kecuali Steh Rifidah, semua teolog
Islam menganggag@l-amr bi al-ma’iif wa al-nahy ‘an al-munkasebagai kewajiban
kolektif (fardu kifzyah). Hanya saja, menurwthl al-Sunnah khususnya Ash'arah,
kewajiban tersebut didasarkan atas wahyu, tapiah@&wfurz'. Sedangkan, menurut
Mu'tazilah, kewajiban tersebut didasarkan pertingaanrasio dan dianggap sebagai
isu ugil. Al-IjT sendiri berpendapat bahwa status hukumnya temggntaateri
persoalan yang dianjurkan atau dilardhédkan tetapi, perbedaan pendapat ini tidak
berakibat melemahnya sikap terhadap orang-orang, Kafrena di antara bentuk
munkar adalahkufr. Dari perspektif figh, al-Qafi (Maliki) dalamAnwar al-Buriq
juga merinci status hukumnya, tapi ia mengaitkandgagan perlawanan terhadap
penguasa tiran yang disebut sebagaid paling utama. Menurutnya, Nabi tidak
membatasi hal yang dilawan berkaitan dengan penséati atauusil.” Itu artinya
bahwajihad sebagai penerapan konsep ini juga dianggap sejiagaipaling utama
jika hal yang dilawan adalakufr penguasa. Menurut sebagian tokoh aliran figh
Shafi't, meninggalkan kewajiban ini adalah dosa besarkdyghmenurut Amad bin
Hanbal, adalah kekufuratufr).”> Menurut Ibn 'Adl, seorang_tdnbat, kewajiban ini
menjadi bagian dari ketentuan-ketentuan pada ag@auata paling mendasayafn'id

al-adyan), karena menjadi misi yang diemban oleh para rasul

®Adud al-Din aldji, Kitab al-Mawagif, vol. 3 (Beirut: Cir al-Jl, 1997), 645.

"IShitab al-Din al-Qaafi, Anwar al-Buriq ff Anwi al-Furiig, vol. 8, 439.

2Abd al-Ramman bin Mutammad bin bin ‘Umar ®Balawi, Bughyat al-Mustarshith (Beirut: Dar al-
Fikr, t.th), 535.

3Sebagaimana dikutip dalam Ibn Mufl#t-Maqdis, Kitab al-Furi', vol. 3, ed. ‘Abdutih bin 'Abd al-
Muhsin al-Turk (Beirut: Mu assasat al-Rikah, 2003 M/ 1424 H), 180.
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3. Hijrah: Transformasi Keagamaan dan Politik

Hijrah (berangkat, keluar, emigrasi, imigrasi, atau eks¥d sering dikaitkan
dengan peristiva monumental berpindahnya Nabi daa pahabat dari Makkah ke
Yathrib (Madinah) pada tahun 1 H/ 622 M. Péwgahi’ umumnya, sebagaimana
dipetakan dalam kronologi legislasi perang, mekgdhijrah ini sebagai peristiwa
monumental bagi perubahan strategi dakwah Nabip#aisuasif ke represif. Peristiwa
ini sering menjadi titik-tolak dalam perumusan lagd rumusan figh, terutama
tentangihad.

Kamus kosa-kata al-Qur'an yang bisa dianggap sebegaus awal,al-
Mufradat fi Gharb al-Quran, yang ditulis oleh Bghib al-Igahant (w. 502 H) sudah
memuat pemaknaan politis ini. Menurutnya, meskased&ebahasaahjjrah adalah
menjauhi sesuatu, baik dari fisik, ucapan, maupati (Q.4/92:34, Q.25/42:30,
Q.73/03:10, Q.20/45:46, Q.74/04:5), pengertianrafagyjelas Zzhir) dari penggunaan
turunan kata tersebut dalam beberapa ayat (Q.28/7Q.59/101:8, Q.4/92:89,100)
adalah "keluar dariar al-kufr ke dar al-rman”, yaitu sepertihijrah dari Makkah ke
Madinah’®

Hijrah dianggap merupakan kewajiban, meskipun masih digbatkan dalam
hal kewajiban individualfardu 'ayn sepanjang masa (dikemukakan olehdSan al-
Musayyib), hanya pada awal Islam ketika terjadapgr(disebutkan oleh al-Madi),
atau kewajiban kolektiffardu kifzyah) sebagaimana umumnya diyakini oleh para
fugahz”.”® Argumen yang sering dijadikan rujukan kewajitiégjnah tersebut adalah:

a. Q.4/92: 97

3. Milton Cowan (ed.)Hans Wehr A Dictionary of Modern Written Arabidlthaca: Spoken
Languange Services, Inc., 1976), 1019.

Sal-Raghib al-Igahani, al-Mufradat ff Gharib al-Qur'an, 536-537.

"%al-Nawavi, al-Majmi’, vol. 21, 116.
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Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikaland keadaan
menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikatanya, "Dalam keadaan
bagaimana kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami ddat@ang-orang yang
tertindas di muka bumi (Makkah)." Para malaikatkb&, "Bukankah bumi
Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah kea8a Orang-orang itu
tempatnya adalah neraka Jahannam, dan Jahanna®bitouk-buruk tempat
kembali.

Menurut al-Tbal, ayat ini berkaitan dengan orang-orang muslim Nakk
yang tidak mau berhijrah bersama nabi, sedangkaekasanggup. Mereka kemudian
ditindas dan dipaksa oleh orang-orang kafir untkikt ibersama mereka pergi ke
perang Badr. Akhirnya, di antara mereka ada yaruteih dalam perang itGAyat
ini memang memuat fakta sejarah yang kemudian padsa sesudahnya
memunculkan alasan "perasaan terancam”, sebagaiditeeraukakan Ab Harifah,
yang masih mewarnai perumusan figh tentdérgal-Islam dandar al-harb, sehingga
memunculkan doktrihijrah.

b. Hadith Nabi:

78, S el Jelal (s oy aluse US (34 55 U

Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tingghl tengah orang-orang

mushrik

l79

Hadith ini, menuruttarjzn al-Bukrari, adalahmursal™ Konteksnya berkaitan

dengan adanya sekelompok muslim yang meminta darigan kepada Ban

""al-Tabat, Jami' al-Bayin, vol. 9, ed. Amad Mutammad Shkir (Beirut: Mu'assasat al-Rikh,
2000), 100-111.

Lihat, antara lain, al-dbagini, al-Mu'jam al-Kalir, vol. 2, ed. lmd bin 'Abd al-Majd (Mosul:
Maktabat al-'Uim wa al-Hkam, 1983M/1404H), 203 (nomor 2264, 2265);tAbawad, Sunan Ab
Dawid, vol. 2 (Beirut: Gir al-Kitab al-'Arala, t.th.), 349 (nomor 2647); al-TirmighSunan al-Tirmidh
vol. 4, ed. Almad Mulammad Shkir (Beirut: Dar Ihya™ al-Turth al-'Arah, t.th.), 155. Menurut
keterangan lbn Bjar al-'Asqgaini, al-Bukrari mertarjzh bahwa ladith ini mursal

"“Sebagaimana dikutip oleh Ibrajar al-'Asqgadni, Buligh al-Mazm min Adillat al-Akam, ed. KHilid
bin Dayfullah al-Salahi (Beirut: Mu assasat al-Rikah, 1003 M/ 1424 H), 371.
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Khath'am. Ketika Nabi mengirim pasukan perasgrifah) ke suku ini, sekelompok
muslim tersebut meminta perlindungan dengan sujlamun, perang yang dengan
cepat berkecamuk menyebabkan sebagian kaum mesBebut terbunuh secara tidak
sengaja oleh pasukan muslim yang menyefamdengan dua argumen yang meski
konteksnya spesifik ini, pafaigahi’ mengangkat kasus sejarah yang kondisional ini
dan tidak selalu berlaku sekarang ke tingkat nafrdahgan memberlakukannya pada
semua keadaan muslim di negeri non-muslim.

Secara kronologis, menurut alalh, legislasi kewajibatijrah daridar shirk
ke dar al-Islam melalui tiga fase: (1) dilarang ketika kondisi kaumuslim masih
lemah; (2) dibolehkan sebagai jalan keluar (Q.4/9@) dengarhijrah ke Ethiopia,
lalu ke Yathrib, dan sebagian mereka masih dib@ehknggal di Makkah; (3)
diwajibkan setelahjihad (perang) dibolehkan (Q.59/101:8, Q.9/113:100, (Q.@2:
22). Jadihijrah, menurutnya, adalah salah satu dari behjiblkd" (ahad al-jihadayn
sebelumjihad sebagai perang ofensif dibolehkdrKarena konteks historis adanya
penindasan yang melatarbelakangi kebolehanhiggh, menurutnya, hanya wajib
bagi muslim yang tertindas dir shirk, sedangkan ia mampu berhijf€hDalam hal
kebolehan untuk berhijrah atau tidak, akfsh merujuk fakta bahwa al-'Alab bin
'‘Abd al-Mugllib, setelah masuk Islam, tinggal di Makkah damnguruh para
prajuritnya untuk mengatakan kepada orang yangikniztam, "Jika kalian berhijrah,
kalian memiliki hak yang juga dimiliki oleh migramuslim (nuhzirin), dan jika
kalian bertahan, kalian seperti orang-orang Arah."f& Menurut al-Sarakfisjihad
hanya wajib sebelunfath Makkah (@ hijrah ba'd al-fatl), karena kepentingan

perjuangan Islarfi*

80al-Bayhag, al-Sunan al-Kubd#, vol. 8, 130-131 (nomor 16911, 16912, 16513).
81al-Shafi't, Ahkam al-Quran, vol. 2, 3-7; idemKitab al-Umm vol. 2, 168-169.
82al-SHfi'1, Kitab al-Umm vol. 2, 169-170.

&)bid., 170.

843l-Sarakhs al-Mabsit, vol. 5, 6.
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Meski demikian, al-Mward (w. 450 H/ 1059 M) dan al-Nawaww. 676 H)
dari aliran figh Shfi't berupaya mengurai persoalan ini dengan membedigan
keadaan. Pertamdijjrah menjadi wajib dalam keadaan tertindas seperti kasung
disebut terakhir ini. Kedudjijrah menjadi sunnat dalam kasus seperti al-2bbin
'‘Abd al-Mugallib. Ketiga, hijrah menjadi keringanan jika yang bersangkutan tidak
mampu melakukannyd. Meski persoalan tersebut telah diuraikan sepemj i
mayoritasfugah:™ tetap menganggap bahvwagrah dari dar al-kufr ke dar al-Islam
adalah merupakan kewajiban, terutama bagi seoramirmyang mampu berhijrah
dan tidak mampu "menunjukkan agamany#&hdr al-din, istilah mengacu ke
Q.9/113:33) ddar al-kufr, atau orang yang mampu menunjukkan kebenardir dil-
Islam, tapi tidak mendapat sambutin.Penjelasan tiga keadaan tersebut juga
dikemukakan oleh Ibn Qadah (Hanbai) dalam al-Mughri. Bahkan, ia
mengemukakandtith yang menyatakan bahvisjrah adalah bagian dari agama dan
karenanya tidak akan dihentikan selaijifazd dilakukan®’ Ada pendapat yang
berkembang, sebagaimana dikutip Shekh 'Ulaysh 2&9 H/ 1882 M), bahwa orang
yang mampu berhijrah, tapi tidak melakukannya, ibai&unuh, karena dikhawatirkan
ia akan bergabung dengan orang-orang kafir untukemangi kaum muslirff

Dari uraian di atas, kita bisa menarik dua atasna alasan kewajibamjrah,
yaitu keamanan jiwa dan penerapan hukum Islam. &erajasan pertamduijrah
menjadi strategi penyelamatan diri, karena memaktfiya adalah bahwa pada masa

Nabi kaum muslim memang terusir atau dipaksa oledd&an (penindasan) untuk

8al-Mawardi, al-Hawr al-Kahir, vol. 14, 220; al-Nawawyal-Majmi, vol. 21, 115-116.

8al-Shrazi, al-Muhadhdhab i Figh al-lmam al-Shfi'7, vol. 2 (Beirut: Oir al-Fikr, t.th.), 226-227;
Zakaifya al-Angri, Asra al-Matzlib, vol. 4, 204; al-Rfi'1, al-'Azz Sharhal-Wajz, vol. 2, 464.

¥lbn Qudimah,al-Mughrf, vol. 13, 150-152.

8Muhammad bin Amad bin Mulammad 'UlayshFath al-'Ali al-Malik f7 al-Fatwa ‘ala Madhhab al-
Imam Malik, vol. 1 (Beirut: Gir al-Fikr, t.th.), 375. Ketika terjadi pemberontakarabi Pasha, ia
dicurigai melakukan aktivitas politik membahayaksehingga ia ditangkap dalam keadaan sakit, lalu di
masukkan ke rumah sakit penjara, dan meninggalrdi.s
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migrasi®® Sedangkan, dengan alasan kediigah menjadi strategi menuju idealisme
penerapan hukum Islam secara total. SebagaimanamdKakan, parafugahi’
umumnya mengidealisasikaar al-Islam karena, dengan "perasaan terancam" sebagai
alasan pertama, keamanan sesungguhnya dianggapjugriianya pada wilayah
eksklusif ini. Namun, paréugahi” juga mengidealisasikan penerapan hukum Islam
yang terwujud jika sistem politik dan penduduknyiiad oleh kesamaan iman. Dalam
konteks seperti inihijrah tidak lagi dianggap sebagai sekadar strategi pemgaan
diri, melainkan sebagai strategi mewujudkan seliagdman keagamaan dan politik
Islam yang dianggap bisa menjamin penerapan huklamlisecara total dalam bentuk
negara Islam. Hijrah diidealisasikan sebagai titik-tolak perubahan kntu
mentransformasikan secara total kehidupan keagadeampolitik. Itu artinya bahwa
hijrah bukan sekadar suatu peristiwa sejarah biasa pada fNabi, tapi berubah
menjadi konsep figh yang diproyeksikan ke masa yak@mn datang. Oleh karena itu,
wajar bahwahijrah tidak hanya masih dianggap sebagai kewajiban brastainkan
juga sebagai kewajiban yang setara denigaa yang bersifat permanen.

Dalam konteks transformasi sistem keagamaan dditikpohijrah tidak
terpisah darijihad. Sebagaimana tergambar jelas dari penjelasan aéliStentang
kronologi legislasihijrah beriringan dengan kronologi legislgisiad. Penerapajihad
menjadi mungkin setelah kaum muslimjrah ke Madinah dan membentuk sebuah
komunitas baru yang memiliki kekuatan tandingani Bagwunitas lain. Meskipun al-
Shafi'T mengatakan bahwiaijrah menjadi kewajiban hanya dalam keadaan tertindas,
alasan perangkqfr) menunjukkan secara kuat bahwa tujuan final darjuangan
panjanghijrah danjihad sesungguhnya adalah terbentuknya komunitas yagupta:
anggota seiman. Ketika akghib al-ldahani mendefinisikanhijrah sebagai "keluar

dari dar al-kufr ke dar al-iman", itu artinya bahwaijrah bukan sekadar perpindahan

8Lihat Q.22/103:40. Bandingkan dengaankil Saimah al-Digs Ayat al-Jihad: Dirasah Mawd'iyah
wa Tarikhiyah wa Baygniyah (Kuwait: Dar al-Bayin, 1972 M/ 1392 H), 206
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fisik, melainkan melakukan perubahan atau transsrnmsistem keagamaan dan
politik, karenahijrah esensinya adalah "membuat jarak dan menghindasulniu

(mugiramat al-ghayr wa mudrakatuly. %

Skema 7:
Interrelasi Penganuliran Ayat-ayat Damai dengan
Jihad dan Konsep-konsep Terkait

Al-Qur an
Sebagai Sumbe r

Amr Ma'r af-Nahy Munkar
Kontrol Sistem Politik

\4

Sistem yang Ada

Penganuliran (Naskh)
Ayat Pedang |

Non-islami Islami
Jihad Hijrah
Pelaksanaan Hijrah D — Transformasi Keagamaan-Politik

Penerapan Hukum Islam
Dar al-Islam E— (Tujuan Akhir) <+

%al-Raghib al-Ifahani, al-Mufradat ff Gharib al-Qur'an, 536-537.



